BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 3! TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN
KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, PIMPINAN DAN ANGG{OTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
-4

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga
Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negafa, Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka
perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk  Teknis Pelaksanaa¥ Pemberian Gaji Atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah,
Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemérintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah  Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uapg Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041},

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor/106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10. Peraturan Pemerintah Nomor %2 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah di
ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

_ Republik Indonesia Nomor 6348);



Menetapkan

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan tentang Peraturan
Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan gan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 11) Sebagaimana Telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bengkayang Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2019 (LefWbaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2018 Nomor 15);

*
MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA
BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai
Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang.

2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.



3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.
4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, Wakil-

10.

11

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah.

Gaji Pokok adalah gaji pokok dan/atau Uang Representasi sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan tentang gaii.

. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Tunjangan Jabatan adalah tunjangan jabatan sebagaimana yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan tentang gaji meliputi tunjangan jabatan
struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan umum, dan tunjangan
yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Potongan Iuran dan/atau Potongan Lain adalah potongan iuran dan/atau
potongan lain selain potongan pajak penghasilan.

PNSD yang diberhentikan sementara adalah PNSD yang diberhentikan
sementara Kkarena diangkat menjadi pejabat Negara, diangkat menjad
komisioner atau anggota lem non struktural dan ditahan karena menjadi
tersangka tindak pidana.

PNSD penerima uang tunggu adalah PNSD yang diberhentikan karena
perampingan organisasi dan kebijakan pemerintah yang diberikan uang tunggu
paling lama 5 (lima) tahun.

PNSD yang sedang menjalankaﬁf cuti diluar tanggungan negara adalah PNSD
yang menggunakankan haknya dalam melaksanakan cuti tahunan karena
alasan pribadi dan mendesak berdasarkan surat keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

BAB II
PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 2
R

PNSD, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan'Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah diberikan gaji atau tunjangan kﬂj? belas.
PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
a. PNSD yang dipekerjakan diluar instansi pemerintah daerah yang gajinya

dibayar oleh SKPD induknya,
b. PNSD yang diberhentikan sementara;
c. PNSD penerima uang tunggu;
d. Calon PNSD
PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk PNSD yang
'sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan
diluar instansi pemerintah.

Pasal 3

Gaji tunjangan ketiga belas bagi PNSD, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sebesar penghasilan
pada bulan juni.

Dalam hal penghasilan bulan juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena
berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih
kekurangan penghasilan ketiga belas.

Penghasilan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNSD,
Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

2)

(1)

2

(3)

Daerah meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau
tunjangan umum.

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:

a. Tunjangan jabatan struktural;

b. Tunjangan jabatan fungsional;

¢. Tunjangan fungsional Umun

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan
profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan,
tambahan penghasilan bagi guru PNSD dan/atau PNSD, insentif khusus,
tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan
tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan
internal Pemerintah Daerah dan penghasilan lain diluar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Penghasilan sebagaimana dimpksud pada ayat (3), tidak dikenakan potongan
iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penghasilan scbaganmana dimaksud pada ayat (3), dikenakan pajak
penghasilan sesuai dengan ke}cnman peraturan perundang-undangan dan
ditanggung pemerintah.

Pasal 4

Gaji atau tunjangan ketiga belas bagi PNSD, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan paling cepat
pada akhir bulan Juni tahun anggaran berkenaan;
Dalam hal gaji atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan ketiga belas dapat dibayarkan pada
bulan-bulan berikutnya. '

Wl

Pasal 5

PNSD, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan danyAnggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dilarang
menerima lebih dari 1 (satu) gaji atau tunjangan ketiga belas yang dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam hal PNSD, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima
lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
Tunjangan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

‘Apabila PNSD, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima
lebih dari 1 (satu) gaji atau tunjangan ketiga belas, maka kelebihan
pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penerima gaji terusan dari PNSD, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia dan/atau
dinyatakan hilang diberikan gaji atau tunjangan ketiga belas yaitu sebesar
penghasilan pada bulan juni tahun anggaran berkenaan.



Pasal 7

Terhadap gaji atau tunjangan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana
mestinya.

Pasal 8

Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran gaji atau tunjangan ketiga belas
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bengkayang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

}. Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.
4
Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 15 WMey 019

A\’
" \“SURYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayang % X
pada tanggal 16 Mgt 2019
L2

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 3¢



